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	Informasi yang dikecualikan  Bidang pengawasan ketenagakerjaan 

1. Identitas Pelapor / pegaduan  / Kuasa Pelapor



	1. UUD 1945 pasal 28
2. UU No 3 tahun 1951 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
3. UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 
4. UU No 21 tahun 2003 tentang pengesahan ILO  Convetion  No 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Perdagangan. 
5. UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Putusan Makamah Konstitusi No 3/PUU-XIV/2016
7. Perpres No 21 tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan 
8. Permenakaer No 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan 
9. 
	
Pelapor / Pengadu  dan surat kuasa pelapor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pengaduan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan yang sedang atau telah diproses oleh pengawas Ketenahgakerjaan . Oleh karena itu, pembukaan informasi tersebut berpotensi menghambat proses penegakan hukum

surat kuasa atau legalitas memuat identitas pribadi pelapor, alamat, tanda tangan, nomor identitas, dan data pribadi lainnya, mengandung data pribadi pihak pelapor yang wajib dilindungi oleh badan publik. Pembukaan dokumen tersebut berpotensi melanggar hak privasi dan menimbulkan risiko terhadap keamanan pelapor."
Hal ini sejalan dengan perlindungan data pribadi dan hak privasi warga negara.
Dalam banyak perkara, identitas pelapor merupakan bagian dari informasi yang perlu dilindungi. Apabila dokumen tersebut dibuka, maka akan diketahui identitas pihak yang melaporkan dugaan tindak pidana sehingga dapat menimbulkan tekanan, intimidasi, maupun gangguan terhadap pihak pelapor."

	
Akan melindungi data pribadi pelapor / pengadu, serta melindungi keamanannya dari intimidasi dari pihak yang bertanggung jawab.


	Tidak terbatas

	2. Dokumen proses pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan seperti Alat bukti atas pelanggaran, BAPK, daftar hadir, laporan pemeriksaan dan pengujian dll 
	sda
	Sesuai dengan pasal 5 UU No 3 tahun 1951 tentang pengawasan perburuhan  bahwa “Pegawai-pegawai beserta pegawai-pegawai pembantu dalam wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia di dalam suatu perusahaan, yang didapatnya berhubung dengan jabatannya
Bahkan dalam  pasal 6 UU No 3 tahun 1951 tentang pengawasan perburuhan menyatakan 
(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang dipercayakan kepadanya termaksud dalam pasal 5, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah dengan tidak atau dipecat dari hak memangku jabatan.
(2) Barang siapa karena kesilapannya menyebabkan rahasia itu menjadi terbuka, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.


	Memperlancar proses pemeriksaan bagi pengawas ketenagakerjaan dalam menegakan norma hukum ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari proses penyidikan ketenagakerjaan 
	Tidak terbatas

	3. Dokumen Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan (Nota pemeriksaan) 

	
	Akan berpotensi menimbulkan kegaduhan dalam proses pemberian peringatan, dan Nota pemeriksaan merupakan bagian dari alat bukti untuk proses selanjutnya seperti pemberian saksi baik pidana maupun administrasi
	Memperlancar proses penegakan Norma ketenagakerjaan bagi pengawas ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari proses penyidikan ketenagakerjaan, atau pengenaan Sanksi  administrasi 
	Tidak terbatas

	4. Dokumen Penyidikan oleh PPNS Ketenagakerjaan 
	Sda + KUHAP 
	Akan menghambat proses penegakan hukum ketenagakerjaan 
	Akan memperlancar proses penegakan hukum ketenagakerjaan 
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